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MOTTO 

“jangan selalu mengatakan kata menyerah jika dirimu tidak 

merasakan indahnya semyuman dari  ibumu.” 

„„tetaplah semangat, karena ada  doa seorang ibu yang selalu di 

lantunkan untukmu di setiap doanya”. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI 

RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN 

SAMPAH PASAL 2 DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH 

Oleh  : Wanda 

Pembimbing I : Dr. Supardi, M. Ag. 

Pembimbing II: Wahyu Abdul Jabar, M.H.I. 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : (1). 

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, (2) 

Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Sampah. Untuk mengungkap persoalan 

tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian 

menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif (field 

research). Data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder.. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

tiga cara, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan 

Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas 

sudah terlaksanakan meskipun masih terdapat kendala. Adapun 

kendala yang ditemui diantaranya, penghentian sementara dalam 
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pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin dikarenakan belum ada 

tempat penampungan pembuangan sampah TPA, dan belum ada 

tempat penampungan penjualan pupuk organik, sampah-sampah 

yang tidak bisa di kelola dan dimanfaatkan terpaksa di bakar 

karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah belum 

memadai serta kurangnya sosialisasi pemanfaatan sampah kepada 

masyarakat oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Adapun 

menurut pandangan siyasah dusturiyah mengenai Peraturan 

Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Sampah Di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit 

Kabupaten Musi Rawas sangat boleh bahkan dianjurkan. Hal ini 

dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Desa Lubuk 

Ngin menjadi hal yang berguna diantaranya lingkungan menjadi 

bersih serta terhindar dari pencemaran lingkungan. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Lata Belakang Masalah 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan 

sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang 

terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah 

sejenis sampah rumah tangga,1 Sedangkan pengelolaan 

sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh 

dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, 

pengurangan, dan penenganan sampah. Permasalahan 

lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat 

adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya 

jumlah penduduk adalah salah satu penyebab 

bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti 

yang tertulis di pembukaan Peraturan Daerah 

kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pengeloaan Sampah yang menyatakan bahwa  

                                                           
1 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan 

Sampah, Musi Rawas, pasal 2 
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pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi 

masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, 

dan karakteristik sampah yang makin beragam. 

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan 

membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan 

dan menyehatkan memberikan dampak negatif 

terhadap pemandangan serta dapat menyebarkan 

penyakit menular. Perhatian pemerintah yang kurang 

memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan 

untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan 

sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi 

pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik yang 

dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan 

menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang 

sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah 

kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 pada 

pasal 9 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang 

tidak ikut berpartisipasi dalam menggelola sampah 

dengan baik. 

Kerusakan lingkungan adalah pengaruh 

sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai 

suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap 
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lingkungan. Dengan demikian pengeloaan sampah 

sangat di anjurkan untuk menjaga lingkungan.2 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2021 yang dimaksud dengan sampah 

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau 

proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-

Undang tersebut pemerintah mendorong adanya 

pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. 

Sumber sampah berdasarkan Undang-Undang tersebut 

adalah asal dari timbulan sampah, seperti rumah 

tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan 

sebagainya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah 

tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R 

yaitu pengurangan/pembatasan timbulan sampah 

(reduce), pemanfaatan kembali sampah (rause), dan 

pendauran ulang sampah (recycle) agar volume sampah 

tidak terus bertambah.3 

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

                                                           
22 Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan, 

(akarta: Gramedi, 2008), h. 3 
3 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan 

Sampah, Musi Rawas 



4 
 

 
 

Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan 

Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah 

ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana 

peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling 

lambat 2 tahun sejak ditetapkannya Peraturuan 

Menteri tersebut.4 

Dalam proses pengambilan keputusan, 

penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengeloaan 

sampah akan dikenakan sanksi pidana dengan 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 

banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).5 Dalam 

peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman 

hukuman bagi yang melanggar, namun pada 

kenyataan dilapangan menunjukkan peraturan 

tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya 

dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan 

pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan 

baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan 

                                                           
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010, 

Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. 
5 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan 

Sampah, Musi Rawas, pasal 62 
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membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak 

kita temui sampah yang tidak terangkut. 

Berdasarkan pengamatan diatas dapat dilihat 

sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun 

menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila 

esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi 

acuh terhadap hukum. Sikap mengacuhkan hukum 

yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan 

dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya 

supremasi hukum dinegeri ini. Beberapa faktor 

penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidak 

pedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang 

dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang 

ada, baik peraturan lama maupun yang telah 

disempurnakan, dan minimnya pengetahuan 

masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu 

penyebab pelanggaran hukum. Kedua, minimnya 

pemikiran masyarakat terhadap hukum yang ada saat 

ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat 

seolah-olah diperlukan sebagai robot yang didikte 

dalam melakukan berbagai kegiatan. Ketiga, adanya 
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persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan 

hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan 

semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian 

pelanggaran hukum. 

Dalam peraturan Perundang-undangan maupun 

peraturan menteri terkait penyebarluasan peraturan 

daerah belum memuat aturan yang lebih mendetail 

tentang metode sosialisasi peraturan daerah yang 

efektif serta feedback atau umpan balik dari proses 

sosialisasi tersebut, sehingga dapat menyentuh seluruh 

elemen masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh 

terhadap penyabarluasan peraturan daerah di tingkat 

provinsi dan kabupaten khususnya. Maka dari itu 

pemerintah di daerah otomatis harus berinisiatif 

mencari metode tersendiri dalam mensosialisasikan 

peraturan daerahnya dengan tingkat efektifitas yang 

berbeda-beda pula dalam proses pelaksanaannya. 

Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu 

daerah otonom di wilayah Indonesia, juga memiliki 

hak untuk membuat produk hukumnya sendiri 

sebagaimana di atur oleh undang-undang. Dengan 

adanya hak Kabupaten Musi Rawas untuk membuat 
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produk hukumnya, maka lahir pula kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Musi 

Rawas. Kewajiban tersebut adalah untuk 

mensosialisasikan produk hukum tersebut kepada 

masyarakat luas. Namun, pada kenyataannya proses 

sosialisasi ini masih kurang efektif menyentuh seluruh 

elemen masyarakat ataupun pihak yang terkait. 

Menurut Abdul Wahhab Al-Khallaf 

mendefinisikan siyasah adalah pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.6 

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau 

kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa 

aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan 

sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-

aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan 

bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu 

supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga 

pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin 

untuk mengelola dan menjaganya. 

                                                           
6 Rapung Sammuddin, Fiqih Demokrasi, (Jakarta: Gozian 

Press, 2013), h. 50 
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Dalam Siyasah Dusturiyah penggunaan nama 

untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti 

Allah Swt berfirman: 

                          

                       

                    

            

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah da hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa : 

59)7. 

                                                           
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, 

(Bandung: PT Syigma Examedia  Arkanleema, 2010).  
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Berdasarkan Ayat 59 memerintahkan agar kaum 

muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-

Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di 

antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum dan 

keadilan.   

Mengenai pengelolaan sampah di daerah 

kabupaten Musi Rawas untuk memperoleh informasi 

yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang dilakukan adalah dengan 

cara wawancara dengan masyarakat dan aparat 

setempat, yaitu: 

Kepala seksi Lingkungan Hidup Bapak Ahmad, 

SE mengatakan bahwa:  

„„Dalam menciptakan pelaksanaan tugas 

pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin 

Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas 

memerlukan komunikasi dua arah antar sesama 

pegawai, dengan adanya komunikasi maka 

masing-masing personal dapat saling 

menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan 

terutama pelaksanaan tugas yang berkaitan 

dengan pengelolaan sampah namun saat ini 
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masih kurangnya informasi karena kurangnya 

kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat kurang 

memahami pengelolaan sampah yang baik itu 

seperti apa.”8 

 

Bapak Ibrahim (Masyarakat) mengatakan 

bahwah: 

Sebaiknya Badan Lingkungan Hidup 

melibatkan Camat. Lurah Ketua RT, RW dan 

masyarakat dalam pengelolaan sampah, 

bahwa masalah kebersihan bukan saja 

menjadi tanggung jawab pemerintah saja, 

tapi juga menjadi tanggung jawab bersama 

sehingga timbul kesadaran mayarakat 

bersama-sama membudayakan membuang 

sampah pada tempatnya.9 

 

 

 

                                                           
8 Ahmad, (Tokoh masyarakat Desa Lubuk Ngin), 

wawancara, 2 Desember 2021 
9 Hasan Basri, (Tokoh masyarakat Desa Lubuk Ngin), 

wawancara, 4 Desember 2021 
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Tabel 1.1 

Masalah Yang Terjadi di Lapangan 

No  Kondisi Saat Ini Kondisi Yang 

Diinginkan 

Unsur 

Masalah 

1 a. Kurangnya 

koordinasi dengan 

instansi terkait 

dalam pengelolaan 

sampah. 

b. Kurangnya sistem 

baku/ metode 

dalam pengelolaan 

sampah di Desa 

Lubuk Nngin 

Kecamatan Selangit. 

a. Terlaksananya 

koordinasi 

dengan instansi 

terkait dalam 

pengelolaan 

sampah. 

b. Adanya sistem 

baku dalam 

pengelolaan 

sampah. 

 

a. Melaksanaka

n koordinasi 

lintas 

sektoral. 

b. Adanya 

sistem baku 

dalam 

pengelolaan 

sampah. 

 

2 Kurangnya peran serta 

dan kesadaran 

masyarakat dalam 

penanganan dan 

pengelolaan sampah. 

Adanya peran 

serta masyarakat 

dan stakeholder 

terkait dalam 

pengelolaan 

sampah. 

Melaksanakan 

sosialisasi 

untuk 

meningkatkan 

kesadaran 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 
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sampah. 

3 a. Kurangnya sarana 

dan prasarana 

penunjang kegiatan 

pengelolaan 

kebersihan 

lingkungan. 

b. Belum terbentuknya 

KSM pengelola 

Bank Sampah. 

 

a. Tercukupinya 

sarana 

penunjang 

pengelolaan 

kebersihan 

lingkungannya. 

b. Terbentuknya 

KSM pengelola 

sampah. 

 

Pengadaan 

sarana dan 

prasarana 

penunjang 

kegiatan 

pengelolaan 

kebersihan 

lingkungan. 

Pembentukan 

KSM 

pengelola 

Bank Sampah 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Kurang optimalnya 

pengelolaan kebersihan 

lingkungan 

Pengelolaan 

kebersihan 

lingkungan dan 

pengelolaan 

lingkungan 

berjalan optimal 

Memotivasi 

peran 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

sampah dan 

kebersihan 

lingkungan 

5 Kurangnya koordinasi Terlaksananya Membentuk 
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dengan instansi terkait 

dalam pengelolaan 

sampah sehingga 

mengakibatkan 

kurangnya peran serta 

dan kesadaran 

masyarakat dalam 

penanganan dan 

pengelolaan sampah. 

koordinasi dengan 

instansi terkait 

dalam pengelolaan 

sampah sehingga 

berakibat 

meningkatnya 

peran serta dan 

kesadaran 

masyarakat dalam 

penanganan dan 

pengelolaan 

sampah. 

forum 

koordinasi 

dengan 

instansi terkait 

untuk 

meningkatkan 

peran serta 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

sampah. 

6 Belum terbentuknya 

KSM pengelola Bank 

Sampah. 

Terbentuknya KSM 

pengelola sampah 

sehingga 

Pengelolaan 

kebersihan 

lingkungan dan 

pengelolaan 

lingkungan 

berjalan optimal. 

Meningkatkan 

peran 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

sampah dan 

kebersihan 

lingkungan. 
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Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis 

mengangkat judul “Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari 

Siyasah Dusturiyah” untuk mengetahui bagaimana 

proses pengelolaan sampah Peraturan Daerah Di 

wilayah Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu 

wilayah otonom di Indonesia Berdasarkan Aturan 

Perundang-undangan yang mengatur tentang 

Penyebarluasan Peraturan Daerah antara lain UU No. 9 

tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di 

atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Musi Rawas? 

2. Bagaimana tinjauan Siyasah dusturiyah terhadap 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi 
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Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Sampah?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai 

dengan rumusan masalah adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 di Dinas 

Lingkungan Hidup 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah 

Dusturiyah terhadap pelaksanaan pengelolaan 

sampah yang ada di Kabupaten Musi Rawas. 

D. Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian 

yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan yaitu: 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk membangun, memperkuat dan 

menyempurnakan teori yang telah ada dan 

memberikan kontribusi terhadap hukum tata 

negara pada khusunya.  

b. diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, 

referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya. 



16 
 

 
 

Secara Teoritis, penelitian ini sebagai ilmu 

pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum. 

Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan 

pembaca dan penulis penelitian ini menjadi baik, 

sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung 

dan memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengalaman penulis serta untuk 

mendapatkan gelar sarjana. 

b. Penelitian ini diharapkan bemanfaat bagi 

masyarakat di Desa Lubuk Ngin Kecamatan 

Selangit Kabupaten Musi Rawas agar dapat 

berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di 

Desa Lubuk Ngin Kecamtan Selangit Kabupaten 

Musi Rawas dalam mengaja lingkungan yang 

bersih. 

c. Memberikan informasi serta wawasan terhadap 

penulis khususnya serta masyarakat pada 

umumnya berkaitan dengan Sosialisasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas 
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Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan 

Sampah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah. 

E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang 

dilakukan oleh penulis, hingga saat ini banyak 

ditemukan penelitian, jurnal, tulisan maupun karya 

ilmiah yang membahas tentang Sosialisasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari 

Siyasah Dusturiyah. Untuk mengetahui penyusun 

dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan 

tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan 

dengan objek pembahasan, yaitu: 

1. Dalam skripsi Adi Yanto, Pengelolaan sampah 

menurut undang-undang republik indonesia 

nomor 18 tahun 2008 perspektif hukum islam 

(studi kasus Di Kota Bengkulu), Kesimpulan 

Wisata bengkulu sebagai salah satu masalah yang 

dihadapi dengan meningkatnya jumlah sampah 

tersebut adalah karena adanya penambahan 

populasi dan meningkatnya aktivitas manusia. 

Pembangkitan limbah harus dikelola dengan 



18 
 

 
 

bantuan partisipasi masyarakat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengertian, kemauan, dan pendapatan secara 

simultan dan parsial terhadap partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota 

Bengkulu. Persamaan: Pada penelitian ini, peneliti  

membahas tentang pengolahan samapah dengan 

metode kualitatif. Perbedaan: Pada penelitian ini, 

peneliti ini lebih mengarah pada pengolahan 

sampah berdasarkan undang-undang republik 

indonesia nomor 18 tahun 2008 perspektif hukum 

islam.10 

2. Dalam skripsi Gita Fitriyani, Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung. Kesimpulannya 

tempat pembuangan akhir belum menggunakan 

sanitary landfill tetapi masih menggunakan open 

dumping atau pembuangan terbuka dimana 

                                                           
10 Adi Yanto, Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam, 
Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018). h. 11. 
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sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi 

dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan 

tindakan setelah lokasi tersebut penuh, 

pembuangan sampah seperti ini sangat tidak 

maksimal. Namun pengelolaan TPA dengan cara 

seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah 

yang ramah lingkungan, hal ini memberikan 

dampak terhadap kesehatan masyarakat. 

Mengenai masalah tersebut pemerintah 

melakukan penanganan sampah dengan cara 

mendaur ulang sampah. Persamaan: Pada 

penelitian ini, peneliti  membahas tentang 

pengolahan samapah dengan metode kualitatif. 

Perbedaan: Pada penelitian ini, peneliti ini lebih 

mengarah pada pengolahan sampah berdasarkan 

Lampung No.05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah ditinjau Fiqh Siyasah.11 

 

 

                                                           
 11Fitriyani Gita, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 
2015 Tentang Pengelolaan, (Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung, 2019). h. 14 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penelitian ini 

adalah yuridis empiris yang dengan kata lain 

adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan 

dapat disebut pula dengan penelitian 

lapangan. Yaitu mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataannya di lapangan.12 Atau dengan kata 

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan 

nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta 

dari data yang dibutuhkan , setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju 

kepada identifikasi masalah yang pada 

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.13 

Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan 

                                                           
12 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian hukum , Jakarta,Sinar 

Grafika,h .15 
13 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian hukum , Jakarta,Sinar 

Grafika,h .16 
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pada hasil pengumpulan data yang didapatkan 

dari informan atau narasumber yang telah 

ditentukan.14 Adapun objek dalam penelitian 

ini ialah  Dinas Lingkungan Hidup, Kantor 

Camat Selangit, dan Kantor Desa Lubuk Ngin. 

b. Pendekatan Penelitian 

Didalam penelitian hukum terdapat 

beberapa pendekatan. Dengan pendekatan 

tersebut , peneliti akan mendapatkan informasi 

dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang 

dicoba untuk dicari jawabanya. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian hukum adalah sebagai 

berikut:15 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute 

Approach) 

2) Pendekatan Historis (Historical Approach) 

3) Pendekatan Perbandingan (Comparative 

Approach) 

                                                           
14 Lexi J. Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif , 

Bandung: PT Remaja  Rosdakarya, h. 135. 
15 Peter Mahmud Marzuki;”Penelitian Hukum, Jakarta:Edisi 

Revisi, h.133 
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4) Pendekatan Konseptual (Conceptual 

Approach) 

Dari beberapa pendekatan diatas penulis 

penelitian, maka pendekatan penelitian yang 

digunakan pendekatan Perundang-Undangan 

(Statute Approach). 

Pendekatan Perundangan-Undangan 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

menganalisis semua ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang 

berhubungan dengan isu hukum yang akan 

diteliti. 

Penelitian hukum ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan 

yuridis normatif dilakukan dengan cara 

menelaah dan menginterpretasikan hal-hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, 

konsepsi, doktrin dan norma hukum yang 

berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan yaitu UUD NRI 1945, Undang-
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Undang Pemerintah Daerah dan Hukum 

Islam.16 

2. Waktu dan Lokasi penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

dalam penelitian, maka penelitan ini dilaksanakan 

di Kabupaten Musi Rawas dimana titik 

pengambilan data penelitian tentang Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Siyasah 

Dusturiyah:  

a. Waktu penelitian  

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 28 

Maret  sampai dengan 28 April 2022. 

b. Lokasi penelitian  

Tempat pelaksanaan pada penelitian ini adalah 

di kantor dinas lingkungan, di Kantor Camat 

Kecamatan Selangit, dan di kantor Desa Lubuk 

Ngin. 

3. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah pihak yang 

menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk 

                                                           
16 Jonaedy Efendi, 2016, Metode Penelitian Hukum : Normatif 

dan Empiris, Depok : Prenadamedia Group, h. 20 
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diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja 

dan menjadi pihak yang akan memberikan 

informasi yang diperlukan selama penelitian.17 

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif yang 

data utamanya didapat dari wawancara 

mendalam, maka informan ini keberadaannya 

sangat dibutuhkan sekali. Informan juga dimaknai 

sebagai orang atau pelaku yang benar-benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terlibat langsung 

dengan masalah penelitian. Dengan mengunakan 

metode penelitian kualitatif, subjek penelitian 

dikenal dengan informan. Informan juga adalah 

tempat untuk memperoleh informasi yang 

dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang dilakukan.18 Adapun 

kriteria informan penelitian yang peneliti anggap 

mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-

cirinya antara lain : 

a. Berada di daerah yang diteliti 

                                                           
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D. H.171. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D. H.183 
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b. Mengetahui kejadian/permasalahan 

c. Bisa berargumentasi dengan baik 

d. Merasakan dampak dari 

kejadian/permasalahan 

e. Terlibat langsung dengan permasalahan. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

sebanyak 17 orang sebagaimana terdapat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 1.2 

 Informan Penelitian 

N

o  

Nama Informan Status dan 

Keterangan 

1 Rian Putrowijoyo, ST, MT Status sebagai 

Kepala Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Kabupaten Musi 

Rawas. 

 

Keterangan: 

Selaku pelaksana 



26 
 

 
 

urusan 

pemerintahan di 

bidang 

lingkungan 

hidup serta 

tugas 

pembantuan 

yang diberikan 

oleh kepada 

daerah. 

3 Erik Status sebagai 

Seketaris Camat 

di Kecamatan 

Selangit. 

 

Keterangan:  

Meningkatkan 

koordinasi 

penyelengaraan 

pemerintah, 

pelayan publik, 

dan 
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pemberdayaan 

masyarakat 

nagari. 

4 

 

Selamat   Status sebagai 

Kepala Desa 

Lubuk Ngin 

 

Keterangan:  

Menyelengaraka

n pemerintah 

deasa, 

pembinaan 

kemasyarakatan 

dan 

pemberdayaan  

masyarakat desa. 

5 1. Heru Kurniawan 

2. Arif Karista 

3. Reni Apriani, S. Kom 

4. Minal Aidin 

5. Lukman Aripin 

6. Alvira, S.Pd,I 

Status sebagai 

Kepala Kadus 

Desa Lubuk 

Ngin 

 

Keterangan: 



28 
 

 
 

7. Suminto Melakukan 

penataan dan 

pengelolaan 

potensi di 

wilayahnya. 

6 1. Ibrahim 

2. Hasim 

3. Lena 

4. Wardani 

5. Leni 

6. Wika 

7. Samsinyar 

8. Dewi 

9. Mira 

10. Bambang  

11. Etnasari 

12. Jeki 

13. Rati  

14. Dopi  

15. Risa Oktorina 

16. Mimi Silvia 

17. Lisa 

Status sebagai 

Masyarakat 

Yang 

Terdampak.  

 

Keterangan: 

Masyarakat yang 

merasakan 

dampak dari 

pengelolaan 

sampah. 
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18. Nurmila  

19. Anang  

20. Sandini  

 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah 

subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun 

data yang diperoleh adalah : 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumber asalnya atau di lapangan 

yang merupakan data empirik. Data empirik 

yang dimaksud adalah hasil wawancara 

dengan beberapa pihak atau informan yang 

benar-benar berkompeten dan bersedia 

memberikan data dan informasi yang 

dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan 

penelitian. 

Dalam hal ini yang menjadi sumber data 

primer adalah hasil wawancara langsung 

dengan beberapa orang yaitu, aparat Dinas 

Lingkungan Hidup kabupaten Musi Rawas, 
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Camat, Depala Desa dan masyarakat. 

Pemilihan informan yaitu dengan Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

menentukan kriteria tertentu. Purposive sampling 

yang juga disebut sebagai sampel penilaian 

adalah jenis sampel nonprobabilitas. Tujuan 

utama dari purposive sampling untuk 

menghasilkan sampel yang secara logis dapat 

dianggap mewakili populasi. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subjek 

penelitiannya19. Pada dasarnya data sekunder 

adalah data yang menjelaskan data primer. 

Adapun sumber data sekunder yang peneliti 

gunakan diantaranya Bahan Hukum 

Sekunder adalah buku-buku hukum 

termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum 

dan jurnal-jurnal hukum. Sudah barang tentu 

buku-buku dan artikel-artikel hukum yang 

                                                           
19 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1998), h. 91 
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dirujuk adalah mempunyai relevansi dengan 

apa yang hendak diteliti. 

Pengumpulan data adalah proses yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan. Penelitian data dalam penelitian 

ini menggunakan metode wawancara, 

dokumentasi dan observasi. 

a. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan langsung 

terhadap objek kajian yang sedang 

berlangsung untuk memperoleh keterangan 

dan informasi sebagai data yang akurat tentang 

hal-hal yang diteliti dan untuk mengetahui 

relevansi antara jawaban informan dengan 

kenyataan yang ada, dengan melakukan 

pengamatan langsung yang ada di lapangan 

yang erat kaitannya dengan objek penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui proses tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan antara dua orang atau lebih secara 
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tatap muka mendengarkan langsung berbagai 

informasi atau keterangan lisan melalui dialog 

langsung antar peneliti dengan para 

informan.20 

Dalam wawancara terdapat tahapan-

tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data yaitu:  

1) Membuat pedoman pertanyaan 

wawancara, sehingga pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan tujuan wawancara 

tersebut. 

2) Menentukan narasumber wawancara. 

3) Menentukan lokasi dan waktu wawancara. 

4) Melakukan proses wawancara 

5) Dokumentasi 

6) Memastikan hasil wawancara telah sesuai 

dengan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. 

7) Merekap hasil wawancara 

c. Dokumentasi 

                                                           
20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung, ALFABETA, 2008) h.218  
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Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, 

dimana peneliti mengumpulkan data dari 

penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi 

dan tesis. Metode dokumenter ini merupakan 

metode pengumpulan data yang berasal dari 

sumber non-manusia. Dokumen dan arsip 

yang berkaitan dengan fokus penelitian 

merupakan salah satu sumber data yang paling 

penting dalam penelitian. Dokumen yang 

dimaksud adalah dokumen tertulis, 

gambar/foto, laporan penelitian sebelumnya 

maupun tulisan - tulisan ilmiah. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah bagian dari kegiatan 

penelitian yang sangat penting setelah penelitian 

mengumpulkan data, maka langkah selanjutya 

adalah mengorganisasikan, dan melakukan analisis 

data untuk mencapai tujuan penelitian yang 

ditetapkan.21 

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam 

penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif, 

                                                           
21Anggoro Toha, metode Penelitian, (Jakarta : Universitas 

Terbuka, 2008), h. 38 
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yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, bukan 

angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif berisi kutipan-kutipan data, baik berasal 

dari naskah wawancara, catatan laporan dokumen 

pribadi lainnya. 

Metode Deduktif yaitu suatu cara berpikir 

yang terangkat dari pengetahuan umum yang 

bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu 

kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus 

suatu hal atas kasus. Penulis maksud ini yaitu 

mula-mula penulis menggambarkan kejadian 

pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Desa 

Lubuk Ngin. Keadaan yang nyata dalam penelitian 

secara global lalu dibandingkan dengan peraturan 

yang telah ada yang penulis cari dari hasil 

perpustakaan yang kemudian dari gambaran yang 

tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan pola dasar 

Pembahasan Skripsi dalam bentuk bab dan sub bab 

yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem 

penulisan Skirpsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan Dalam Bab ini berisi 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian 

terdahulu, landasan teori, metodelogi penelitian dan 

sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk 

menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan 

yang lainnya saling terkait dan sistematis.  

BAB II : Kajian Teori Dalam Bab ini akan 

diuraikan tentang teori Siyasah Dusturiyah meliputi 

definisi, ruang lingkup, dan lembaga tersebut. 

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian 

Adapun yang dibahas dalam bab ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran umum dinas lingkungan hidup 

Kabupaten Musi Rawas, Desa Lubuk Ngin yang 

meliputi letak geografis, kondisi penduduk, kondisi 

keagamaan dan pendidikan masyarakat, dan kondisi 

perekonomian masyarakat di Desa Lubuk Ngin.  
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BAB IV : Hasil dan Pembahasan Dalam Bab ini 

peneliti akan menguraikan secara sistematis hasil 

analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasah 

Dusturiyah di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit 

Kabupaten Musi Rawas. 

BAB V : penutup yang memaparkan tentang 

kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas No.3 Tahun 2021.  

1. Pengelolaan Sampah 

Sampah menurut Notoatmodjo ialah sesuatu 

berupa benda atau bahan yang tidak digunakan 

lagi dalam pekerjaan manusia. Organisasi 

kesehatan dunia atau WHO (World Heatlh 

Organization) juga memberikan definisi sampah 

ialah barang yang tidak digunakan maupun 

dipakai lagi. sesuatu yang selayaknya dibuang 

namun berasal dari kegiatan sehari-hari manusia 

itu sendiri sehingga tidak otomatis hadir sendiri. 

Sampah pada umumnya sebagian ada yang masuk 

dalam kotak penampungan sampah, dan sebagian 

yang lain berserak di tempat pembuangan akhir, 

pinggir sungai atau aliran air yang akan 

menimbulkan banyak masalah. 

Berikut Jenis-jenis Sampah berdasarkan asal 

sampah: 
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a. Sampah rumah tangga/ sampah domestik 

yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan-

kegiatan rumah tangga. Dalam kategori ini 

termasuk juga sampah dari asrama, rumah 

sakit, hotel, dan kantor. 

b. Sampah jalanan 

c. Sampah industri dan perdagangan 

d. Sampah perkantoran 

e. Sampah pembangunan berupa material. 

Sampah berdasar sifat berdasarkan peraturan 

daerah nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan 

sampah: 

a. Organik yaitu limbah padat semi basah berupa 

bahan organik yang umumnya berasal dari 

sektor pertanian dan makanan, terdiri atas 

dedaunan, kayu, sayur-sayuran, sisa-sisa 

makanan, sisa buah-buahan, bangkai binatang 

dan lain-lain. Sampah ini mengandung 

senyawa organik yang tersusun dari unsur-

unsur karbon, oksigen dan hydrogen, 

mempunyai ciri terurai oleh mikroorganisme 
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dan mudah membusuk, karena mempunyai 

rantai kimia yang relatif pendek. 

b. Anorganik yaitu limbah padat yang cukup 

kering, merupakan sampah yang tidak 

tersusun oleh senyawa organik dan sulit 

terurai oleh mikroorganisme, sehingga sulit 

membusuk. Hal ini disebabkan oleh senyawa 

yang memiliki rantai kimia yang panjang dan 

rumit contohnya plastik, kaca, kaleng, mika, 

besi, dan logam lainnya. 

Sampah menurut peraturan daerah Nomor 3 

Tahun 2021 adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dalam rumah tangga yang tidak termasuk 

tinja dan sampah spesifik dan proses alam yang 

berbentuk padat.22 Oleh sebab itu dalam 

pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, 

kejelasan tanggung jawab dan kewenangan 

pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan 

dunia usaha pengelolaan sampah dapat berjalan 

secara proposional, efektif, dan efisien. 

                                                           
22 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Tentang 

Pengelolaan Sampah, Musi Rawas, Pasal 3 Ayat 2 
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Untuk pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 

2021 tentang pengelolaan sampah ada beberapa 

tahapan. Poin-poin tahapan dalam Peraturan 

Daerah tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup 

peraturan, kewajiban, larangan, sanksi 

administratif, hingga ketentuan pidana. Berikut 

penjelasannya: 

a. Menimbang 

Menimbang disini adalah alasan awal 

mengapa dibentuknya Peraturan Daerah 

tersebut. Dalam pertimbangan Perda Nomor 3 

Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah 

adalah bahwa pertambahan penduduk dan 

perubahan pola konsumsi masyarakat 

menimbulkan bertambahnya volume, jenis, 

dan karakteristik sampah yang semakin 

beragam, agar pengelolaan sampah dapat 

dilakukan sesuai dengan prinsip yang 

berwawasan lingkungan sehingga tidak 

menimbulkan dampak negatif terhadap 

kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

b. Kewajiban 
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Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah 

secara baik dan berwawasan lingkungan dari 

pemerintah daerah dan pihak lain yang 

mempunyai tanggung jawab dalam 

pengeleloaan sampah. 

1) Berperan serta dalam proses pengambilan 

keputusanm penyelenggaraan, dan 

pengawasan dibidang pengelolaan sampah. 

2) Memperoleh informasi yang benar, akurat 

dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan 

pengelolaan sampah. 

3) Mendapatkan perlindungan dan 

kompensasi karena dampak negatif dari 

kegiatan pemrosesan akhir sampah. 

4) Memperoleh pembinaan agar dapat 

melaksanakan pengelolaan sampah secara 

baik dan berwawasan lingkungan. 
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2. Peran Masyarakat  

a. Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan 

sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah 

Kabupaten.23 

b. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilkakukan melalui:  

1) Menjaga kebersihan lingkungan  

2) Pemberian usul, pertimbangan, pendapat 

dan/atau saran kepada pemerintah Daerah 

dalam kegiatan pengelolaan sampah; 

3) Pemberian saran dan pendapat dalam 

perumusan kebijakan dan strategi 

pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga. 

3. Larangan 

Setiap orang atau badan dilarang 

memasukkan sampah ke dalam wilayah 

Kabupaten Musi Rawas, mengimpor sampah, 

mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan 

beracun, mengelola sampah yang menyebabkan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, 
                                                           

23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Tentang 
Pengelolaan Sampah, Musi Rawas, Pasal 38 
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melakukan penanganan sampah dengan 

pembuagan terbuka dan membakar sampah yang 

tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan 

sampah, membuang sampah tidak pada tempat 

yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk 

membuang sampah kesungai, selokan got, saluran , 

jalan umum, tempat umum, trotoar dan ditempat 

umum lainnya.24 

4. Sanksi Administratif 

a. Paksaan Pemerintah 

b. Uang Paksa; dan/atau 

c. Pencabutan Izin.25 

5. Ketentuan Pidana 

Setiap orang atau badan yang melanggar 

ketentuan pasal 62 yang menjelaskan tentang 

larangan mebuang sampah tidak pada tempat yang 

telah ditentukan dan disediakan, termasuk 

membuang sampah ke sungai, selokan, got, 

saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan di 

tempat umum lainnya dapat dikenakan sanksi 
                                                           

24  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Tentang 
Pengelolaan Sampah, Musi Rawas, Pasal 41 

25Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Tentang 
Pengelolaan Sampah, Musi Rawas, Pasal 57 
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pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh 

Juta Rupiah).26 

B.  Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, 

syasusu, siyasatan,  yang berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, 

politik dan pembuatan kebijaksanaan.27 Siyasah 

menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti 

yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan 

dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan 

Al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin 

sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Sedangkan dalam Al-Munjid, siyasah 

adalah membangun kemaslahatan manusia dengan 

membimbing masyarakat ke jalan yang 

menyelamatkan.  

                                                           
26 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Tentang 

Pengelolaan Sampah, Musi Rawas, Pasal 62 
27 Jubair Situmorong, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: 

Siyasah Dusturiyah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 28. 
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Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab 

Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah 

pengaturan perundangan-undangan yang 

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan.28 Sementara 

Louis Ma'ruf memberi batasan siyasah adalah 

membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun 

Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah "mengatur 

dan memimpin sesuatu yang mengantarkan 

manusia kepada kemaslahatan. 

Dusturiyah berasal dari bahasa persia yang 

berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang 

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik 

maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, 

kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota 

kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). 

Setelah mengalami peneyerapan kedalam bahasa 

arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya 

menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, 

dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang 
                                                           

28 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin 
Politik Islam Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3. 



46 
 

 
 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara 

sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara 

baik yang tidak tertulis maupun tertulis. 

Bisa disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu 

adalah suatu norma aturan perundang-undangan 

yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama 

dalam rujukan semua tata aturan dalam hal 

bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.29 

Dengan demikian semua peraturan perundang-

undangan haruslah mengacu pada konstitusinya 

masing-masing setiap negara yang tercermin 

dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum 

syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan 

Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, 

ibadah, muamalah, dan lainnya.30 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah 

yang membahas masalah perundang-undangan 

negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. 

Artinya undang-undang itu mengacu terhadap 

                                                           
29 Jubair Situmorong, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: 

Siyasah Dusturiyah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.19. 
30 http://rangerwhite09-

artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-
konsep.html, (diakses pada tanggal 12 januari 2022). 
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konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-

prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang 

disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan 

sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, 

akhlak, muamalah maupun berbagai macam 

hubungan yang lain. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Siyasah 

Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 

membahas perundang-undangan negara dalam hal 

ini  juga dibahas antara lain konsep-konsep 

konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan 

sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu 

negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan 

undang-undang), lembaga demokrasi dan syura 

yang merupakan pilar penting dalam perundang-

undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga 

membahas konsep negara hukum dalam siyasah 

dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan 

warga negara serta hak-hak warga negara yang 

wajib dilindung.31 Nilai-nilai yang diletakkan 

dalam perumusan undang-undang dasar adalah 
                                                           

31Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin 
Politik Islam (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.53 
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jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota 

masyarakat dan persamaan kedudukan semua 

orang dimata hukum, tanpa memandang 

kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan 

agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh 

siyasah dusturiyah akan tercapai. 

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan 

yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan 

persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah 

dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal 

pokok yaitu:  

a. Al-Qur'an yang dijadikan patokan dalam 

segala bidang hal mengurus tataan kehidupan 

umat termasuk dalam hal bernegara, baik 

untuk melakukan aturan hukum ataupun 

untuk mengatur akhlak manusia. 

b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan 

ulama' dalam menentukan suatu hukum 

berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan 
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zaman untuk mengatur tatanan kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat agar mencapai 

kemaslahatan bersama. 

Sumber siyasah dusturiyah pertama adalah al-

Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubugan dengan 

prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalail-

dalai kulliy dan semangat ajaran al-Qur'an, kedua 

adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan 

imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

Rasulullah SAW di dalam menetapkan hukum di 

negara Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebikan 

Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan 

pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai 

perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai 

dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada 

kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada 

sebesar-besarnya kepada kemaslahan ummat. 

Keempat, adalah hasil ijtihad ulama', di dalam 

masalah siyasah dusturiyah hasil ijtihad ulama' 

sangat membantu dalam memahami semangat dan 

prinsip siyasah dusturiyah dalam mencapai 

kemaslahatan umat. Kelima adalah adat kebiasaan 
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suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan 

prinsip al-Qur'an dan hadist, adat kebiasaan 

semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan 

dengan konvensi. 

Apabila dari adat kebiasaan itu diangkat 

menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang 

persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai 

hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat 

tertulis ini bisa diterapkan oleh negara-negara yang 

mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam 

konteks menetapkan hukum peraturan perundang-

undangan tidaklah merujuk pada al-Qur'an dan 

hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat 

manusia. Hal itu tidak menyangkut agama, suku, 

daan budaya. 

2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah  

Hal yang sangat penting dalam kaitannya 

dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan 

undang-undang dan lahirlah kebijakan penguasa 

yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan 
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masyarakat dalam bernegara.32 Masyarakat sebagai 

objek sekaligus sebagai objek sekaligus subjek 

pelaksanaan kehidupan bernegara dan 

penerintahan. 

Hukum yang dibangun dalam kehidupan 

ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah 

adalah mengatur kepentingan negara dan 

mengorganisasikan urusan umat yang sejalan 

dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan 

dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk 

merelasasikan tujuan-tujuannya yang bersifat 

kemasyarakatan.33 

Siyasah dusturiyah mempelajari antara 

pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak 

lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang 

terdapat dalam masyarakat. Pembahasan siyasah 

dusturiyah adalah: 

                                                           
32 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin 

Politik Islam (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 77. 
33 Jubair Situmorong, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: 

Siyasah Dusturiyah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.23.  
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a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, 

imarah, mamlakah, berikut hak dan 

kewajibannya. 

b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan 

kewajibannya. 

c. Kajian tentang bai‟ah dari zaman ke zaman. 

d. Kajian tentang Waliyul Ahdi. 

e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah. 

f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd. 

g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan 

presidentil dan parlementer. 

h. Kajian tentang pemilihan umum. 

Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas 

mengacu pada dalil kully terdapat dalam Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah serta maqasid sayari’ah yang 

menjadi ide dasar penegtahuan mengenai 

peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya 

dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang 

tertuang dalam dalil kully dijadikan standar utama 

dan dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan 

pengendalian kehidupan rakyat hubungannya 
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dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap 

mengacuh pada lima tujuan syariat islam.34 

Siyasah dusturiyah bagian dari siyasah syar’iyah, 

artinya politik ketatanegaraan yang berbasispada 

tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. 

Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar berpolitik 

berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, 

yang secara operasional dapat terus berkembang 

dan mengalami perubahan sepanjang tidak 

menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. 

Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan 

kebijaksanaan politikyang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh 

masyarakat selama produk itu secara substansial 

tidak bertentangan denganjiwa syariat. 

Kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada 

hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan 

pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah 

dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik 

ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam. 

C. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 

                                                           
34 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin 

Politik Islam (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 14.  
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1. Al-Qur'an 

Al-Qur'an adalah pokok aturan agama islam 

yang utama yang dijadikan dasar dalam 

menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam 

Allah yang berisi firman-firman Allah dalam 

bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-

Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya 

dianggap suci, maka setiap muslim harus 

mengakui sebagai pondasi dari segi macam 

superstruktur islam. Para okoh-tokoh muslim 

banyak mencatat bahwasannya al-qur'an 

merupakan satu-satunya sumber yang paling 

tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, 

karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi 

dan perubahan apapun walau perkembangan 

zaman terus berjalan. 35 

Adapun ayat Al-Qur‟an yang berkenaan 

dengan pemimpin terkait dengan pembahasan 

siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa 

ayat 59: 

                                                           
35 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin 

Politik Islam (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h. 273. 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasu Hal yang sangat 

penting dalam kaitannya dengan siyasah 

dusturiyah adalah pembuatan undang-

undang dan lahirlah kebijakan 

penguasayang berisi berbagai aturan 

untuk kehidupan masyarakat dalam 

bernegara.36  

Masyarakat sebagai objek sekaligus sebagai 

objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan 

bernegara dan penerintahan. 
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Hukum yang dibangun dalam kehidupan 

ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah 

adalah mengatur kepentingan negara dan 

mengorganisasikan urusan umat yang sejalan 

dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan 

dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk 

merelasasikan tujuan-tujuannya yang bersifat 

kemasyarakatan.37 

Siyasah dusturiyah bagian dari siyasah 

syar’iyah, artinya politik ketatanegaraan yang 

berbasispada tujuan utama untuk mencapai 

kemaslahatan. Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar 

berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip 

hukum islam, yang secara operasional dapat terus 

berkembang dan mengalami perubahan sepanjang 

tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang 

berlaku. Oleh karena itu, bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan politikyang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. 

Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu 

                                                           
37 Jubair Situmorong, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: 

Siyasah Dusturiyah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.23. 
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secara substansial tidak bertentangan denganjiwa 

syariat.  

Kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada 

hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan 

pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah 

dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik 

ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam. 

a. Sunnah 

Sunnah secara harfiah adalah suatu 

praktek kehidupan yang membudaya atau 

suatu norma perilaku yang diterima secara 

komunal oleh masyarakat yang meyakini 

meliputi segenap ucapan dan tingkah laku 

Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya 

disaksikan oleh beberapa orang yang 

mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan 

disampaikan dari generasi ke generasi sejak 

zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang 

meriwayatkan dengan meneliti sederetan 

perawi yan berkesinambungan.38 Adapun 

                                                           
38 Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan Harapan Dan 

Kenyataan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010).h.53   
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hadist yang menerangkan tentang sunnah 

yakni: 

 َِ َِ عَيِ الٌَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْ عَيْ سَعْدِبْيِ ابَِى وَقَّاصٍ عَيْ ابَِيْ

نَ اىَِّ اللهَ طَيِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّبَ ًظَِيْفٌ يحُِبُّ الٌَّظَافةََ كَرِيْنٌ وَسَلَّ 

 يحُِبُّ الْكَرَمَ جَىَادٌيحُِبُّ الْجَىَادَفٌَظَِّفىُْاافٌَْيَْتكَُنْ 

 

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT itu suci 

yang menyukai hal-hal yang suci, Dia 

Maha Bersih yang menyukai 

kebersihan, Dia Maha Mulia yang 

menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah 

yang menyukai keindahan, karena itu 

bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. 

Tirmizi).39 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa 

Allah SWT menyukai kebersihan dan meminta 

umat-Nya untuk selalu menjaga kebersihan 

diri. Seperti wajib berwudhu sebelum salat, 

membersihkan tempat tidur sebelum tidur, dan 

bersuci setelah buang air. 

                                                           
39  https://binbaz. or.id/seri-adab-islam-11-adab-ketika-

safar-berpergian-jauh-bag-1/   
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b. Ijma 

Di dalam hukum islam ijma merupakan 

suatu keputusan bersama untuk menentukan 

suatu hukum yang baik dari kemaslahatan 

umat dengan cara musyawarah. Musyawarah 

ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli 

fiqh maupun jajaran pemerintahan.40 Apabila 

didalam musyawarah tersebut ada beberapa 

orang yang tidak setuju dengan hasil 

keputusan mayoritas peserta musyawarah, 

maka ijma tersebut dinyatakan batal. 

c. Qiyas 

Qiyas adalah metode logika yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah 

yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk 

prilaku  tertentu dengan cara menetapkan satu 

kaitan positif atau negatif antara bentuk 

prilaku yang satu dengan bentuk prilaku yang 

lainnya dengan suatu prinsip umum.41 Metode 

                                                           
40 Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Dar Al-

Qalam, Kuwait,1997 M./26. 
41 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam; Telaah Kritis 

Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 
1999). h. 56. 
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qiyas ini biasanya digunakan untuk menetukan 

hukumyang jelas ada berbagai permasalahan 

yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya 

menggunakan dalil-dalil alqur'an maupun 

hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan 

hukum yang dihadapi. 

D. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah 

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT 

yang merupakan rahmatan lil „alamin memberi 

pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, 

agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun 

rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, 

baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara 

umum tujuan penciptaan dan dan penetapan hukum 

oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, 

kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik 

dunia maupun akhirat. 

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat 

ditemukan dalam Al- Qur‟an Surat An-Nisa: 59 : 



61 
 

 
 

                       

                       

                  

                   

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 

antara kamu, kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentag sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian, yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap 

tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin 

yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan 

mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah 

pengemban amanah. Semua warga negara dijamin hak-
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hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam 

Bukunya Arkan Huquh al-Insan, beberapa hak warga 

negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap 

keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, 

kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan 

berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan 

untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.42 

Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan 

moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh 

setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir 

politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut 

prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik 

Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya 

Al-Qur‟an mengandung nilai-nilai yang bersifat 

universal dan komprehensif yang tidak hanya 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi 

sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah 

dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan 

yang majmuk dalam sebuah institusi negara, di mana 

                                                           
42 Jubair Situmorong, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: 

Siyasah Dusturiyah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.32. 
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umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk 

mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan 

berbangsa. 

 

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur‟an Surat 

An-Nisa ayat 58 : 

                        

                   

                      

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesunggunya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat. 

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam 

surat As-Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci 
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utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam 

hukum menghendaki setiap warga negara sama 

kedudukannya di depan hukum. 
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BAB III 

GAMBARA UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas 

bertempat di Jalan Zakaria Amin, Desa Muara Beliti 

Baru, Kabupaten Musi Rawas. Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur 

pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang perangkat daerah dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Rawas. 

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur 

pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan 

dibidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas 

melaksanakan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Dinas 

Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala 
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Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala 

Dinas, yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten 

Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Susunan 

organisasi Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi 

mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan 

kebersihan. Dan menyelenggarakan fungsi 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman 

dan standar teknis di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan. 

b. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas 

memberikan masukan atau pertimbangan kepada 

Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan dan 



67 
 

 
 

regulasi teknis dibidang lingkungan dan 

kebersihan 

c. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi Dinas. 

d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan 

merupakan unit kerja lini Dinas mempunyai tugas 

melaksanakan penataan lingkungan dan 

kebersihan. 

e. Bidang Pengelolaan Kebersihan merupakan Unit 

Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya 

pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan 

pengendalian kebersihan. Bidang Pengelolaan 

Kebersihan terdiri dari Seksi Pengelolaan Sampah; 

Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan Seksi 

Pengendalian Kebersihan. 

f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan 

merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan 

Hidup dalam pelaksanaan upaya pengendalian 

dampak lingkungan. 

g. Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum 

merupakan Unit kerja lini Dinas Lingkungan 

Hidup dalam penanganan pengaduan dan 
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penyelesaian sengketa, pengawasan lingkungan 

dan kebersihan serta penegakan hukum. Bidang 

Pengawasan dan Penaatan Hukum terdiri dari 1. 

Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian 

Sengketa; 2. Seksi Pengawasan Lingkungan dan 

Kebersihan; dan 3. Seksi Penegakan Hukum. 

h. Bidang Prasarana dan Sarana merupakan Unit 

Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam 

pengadaan, penyimpanan dan penyaluran serta 

pemeliharaan prasarana dan sarana. 

i. Bidang Peran Serta Masyarakat merupakan Unit 

Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup untuk 

pengembangan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan dan kebersihan. 

j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi 

merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

pada Kota Administrasi. 

 

1. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Rawas 

Visi di jabarkan lebih lanjut dalam Misi 

yang akan menjadi tanggung jawab Dinas 
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Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas. 

Misi merupakan upaya bagaimana 

mewujudkan Visi, dan dengan pernyataan Misi 

diharapakan seluruh anggota organisasi dan 

pihak yang berkepentingan ( stekeholders ) 

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan 

serta peranan instansi pemerintah dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahan.43 

Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Rawas adalah : 

1) Meningkatakan kualitas dan fungsi 

lingkungan hidup. 

2) Memperkuat upaya dalam pencegahan, 

pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup. 

3) Mewujudkan pengelolaan sampah yang 

handal, berkelanjutan, dan berbasis 

masyarakat. 

4) Terwujudnya pengelolaan kawasan Tahura 

untuk kepentingan konservasi, pariwisata 

                                                           
 43 Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Rawas. 
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alam, ekonomi, social dan budaya 

masyarakat. 
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Struktur Organisasi  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas 
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2. Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris 

c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH 

d. Bidang Pengelola Sampah, Limbah B3 dan 

Peningkatan Kapasitas 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

f. Bidang Pertanahan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

3. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Kabupaten Musi 

Isu Aktual yang menjadi permasalahan 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Musi Rawas sebagai berikut :  

a. Bidang Lingkungan Hidup 

1) Meningkatnya potensi pencemaran 

lingkungan sebagai dampak 

usaha/kegiatan existing dan akan di 

kembangkanya berbagai program 

pembangunan/industry skala besar.  
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2) Belum diterapkan peraturan 

lingkungan hidup (penegakan hukum) 

dan masih rendahnya kesadaran 

masyarakat dalam pemeliharaan 

lingkungan. 

3) Pertumbuhan penduduk dan 

meningkatnya mobilitas yang akan 

mempengaruhi jumlah timbunan 

sampah dan limbah cair domestik.  

4) Masih rendahnya partisipasi pihak 

swasta untuk berinvestasi dalam 

pembangunan infrastruktur bidang 

lingkungan hidup.  

5) Belum terbentuknya UPT 

Laboratorium menyebabkan 

operasional laboratorium tidak dapat 

maksimal. 

6) Belum tertatanya kawasan ibu kota 

kabupaten Musi Rawas sebagai ibu 

kota yang teduh dan asri.  

7) Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga 
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masalah penanganan kasus lingkungan 

kurang maksimal 

8) Belum adanya peta inventarisasi dan 

identifikasi sumber pencemar untuk 

mengetahui potensi sumber pencemar. 

9) Minimnya sumber daya manusia untuk 

melakukan pengawasan dan pelayanan 

dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-

UPL, dan SPPL)  

10) Alih fungsi lahan terbuka (open space) 

menjadi lahan terbangun, sehingga 

mengurangi resapan air dan tutupan 

vegetasi. 

11) Meningkatnya degradasi dan 

kerusakan lahan akibat kegiatan 

pertambangan, pertanian dan 

perkebunan yang tidak 

memperhatikan aspek lingkungan 

12) Terbatasnya data dan informasi 

tentang lingkungan hidup. 

 

 



75 
 

 
 

b. Bidang Pertanahan 

1) Belum tersedianya tanah untuk 

pembangunan fasilitas pemerintah   

2) Kurangnya pemahaman aparatur 

tentang hukum pertanahan 

3) Pencatatan asset berupa tanah 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 

Utara kurang optimal 

4) Harga tanah yang akan dibebaskan 

guna kepentingan pembangunan relatif 

tinggi 

5) Tanah masyarakat yang dibebaskan 

merupakan tanah yang masih 

produktif.  

B. Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup 

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 

tentang pengelolaan sampah merupakan sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk 

padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun 

sampah sejenis sampah rumah tangga,44 Sedangkan 

pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

                                                           
44 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Tentang 

Pengelolaan Sampah, Musi Rawas, Pasal 2  
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menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi 

perencanaan, pengurangan, dan penenganan sampah. 

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan 

membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan 

dan menyehatkan memberikan dampak negatif 

terhadap pemandangan (estetika) serta dapat 

menyebarkan penyakit menular. 

Sistem dalam pengelolaan sampah di dinas 

lingkungan hidup kabupaten musi rawas dengan 

mengacu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 

tentang pengelolaan sampah yang sudah sah untuk 

diberlakukan dan di terapkan di berbagai daerah. 

Pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup sudah 

berjalan dengan baik dan menerapkan peraturan 

daerah tentang pengelolaan sampah dengan cara 

penerapan prinsip 3R Reduce (mengurangi) reuse 

(memakai) recycle (Mendaur ulang) agar dapat 

meminimalisi jumlah timbulan sampah yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan hasil observasi di kabupaten musi 

rawas, ternyata tidak seluruhnya terdapat sarana 

pengumpulan sampah sementara (TPS) dan sarana 
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pengumpulan sampah akhir (TPA). Meskipun 

masyarakat membutuhkan penyediaan sarana 

pengumpulan sampah akhir (TPA) di kabupaten musi 

rawas, namun aspek pembiyaan yang diperlukan 

untuk merencanakan pembangun TPA, tentu 

membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi 

kebutuhan akan lahan di Kabupaten Musi Rawas itu 

sanggatlah terbatas dan kalaupun ada itu tanah 

masyarakat. Maka dari itu program mengurangi atau 

minimalisasi sampah dapat dimulai sejak sistem 

pengumpulan, pengangkutan dan sistem pembuangan 

sampah. Dengan demikian program pengelolaan 

sampah ini dapat dilakukan di setiap tahapan sistem 

pengelolaan sampah. 

Fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang 

diperlukan dalam sistem antara lain adalah alat 

pengumpul dan pengangkut sampah, mesin 

pengomposan, alat daur ulang plastik, dan bak 

penampung sampah sementara. Alat pengangkut 

sampah sebanyak 7 unit dan gerobak sampah sebanyak 

20 unit. 

Gambar Tong Sampah di Dinas Lingkungan Hidup  
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Kabupaten Musi Rawas 

     

 

 

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 

B3 Sri Lastuti, S.Hut., M.Si mengatakan “ pada tahun 

ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas 

sesuai dengan anggaran yang ada mengadakan 

pengadaan Tong Sampah 2 Pilah sebanyak 10 unit, 

yang selanjutnya tong sampah tersebut kita berikan 

kepada beberapa OPD lingkup Pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas” kata Sri Lastuti, S.Hut., M.Si. “ tujuan 

dari pengadaan tong sampah 2 pilah ini adalah untuk 

mengedukasi kepada masyarakat terutama ASN dan 

tenaga kontrak agar dapat melakukan pemilahan 
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sampah, dengan harapan untuk mengurangi sampah 

yang akan terbuang ke TPA” lanjut Sri Lastuti, S.Hut., 

M.Si.45 

Menurut keterangan pihak Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Musi Rawas, saat ini timbulan 

sampah Kabupaten Musi Rawas yang diangkut oleh 

petugas kebersihan hanya dapat dilayani oleh 5 unit 

dump truck setiap hari ke tempat pemrosesan akhir 

(TPA) Simpang Gegas, dengan daerah yang dilayani 

kecamatan Muara Beliti dan Tugumulyo. Akibatnya, 

masih ada sejumlah besar sampah yang menumpuk 

dan tidak terolah secara efektif karena kurangnya 

sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. 

dan jumlah TPA di dinas lingkungan hidup Kabupaten 

Musi Rawas adalah sebanyak 4 titik TPA, yaitu di 

Daerah kecamatan muara beliti, di Daerah petanang, di 

Daerah tugumulyo, simpang Gegas, dan di Daerah 

terawas.46  

                                                           
45 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, Data 

Tong Sampah Dinas Lingkungan Hidup, tahun 2022.  
46 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, Data 

TPA Dinas Lingkungan Hidup, tahun 2022. 
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Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Rawas, terdapat beberapa sumber 

pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Musi 

Rawas yaitu bersumber dari anggaran pemerintah 

melalui APBD, kontribusi masyarakat melalui retribusi 

sampah, dan dana lainnya yang didapat dari optimasi 

sumber daya ekonomis sampah. Realisasi anggaran 

pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas yang 

diterima dari APBD sebesar Rp. 1.326.256.739 pada 

tahun 2019, Rp. 1.292.287.000 pada tahun 2020, dan Rp. 

504.253.400 pada tahun 2021. dan anggaran yang 

direalisasikan dari retribusi sampah sebesar Rp. 

3.715.000 pada tahun 2019, Rp. 107.730.000 pada tahun 

2020, dan Rp. 114.345.000 pada tahun 2021. dengan 

3.979 ton sampah yang dikendalikan pada 2019, 3.979 

ton pada 2020, dan 3.796 ton pada 2021. 
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Gambar Tempat Pembuangan Akhir di Dinas Lingkungan  

Hidup Kabupaten Musi Rawas 

 

Masih ada sejumlah besar sampah yang tidak 

dikelola dengan baik, dan peningkatan timbulan 

sampah tahunan harus diimbangi dengan perbaikan 

infrastruktur penanganan dan pengelolaan sampah, 

yang meliputi sarana dan prasarana pengumpulan 

sampah, penyimpanan sampah, pengurangan sampah, 

pengangkutan sampah, dan pengolahan akhir TPA. 

Dan untuk menunjang pengembangan sarana dan 

prasarana penanganan persampahan di Kabupaten 

Musi Rawas, maka perlu direncanakan pengembangan 
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sistem penanganan sampah dan diproyeksikan besaran 

biaya penanganan sampah.  

Berdasarkan observasi terkait sebaran sampah 

yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten 

Musi Rawas, bahwa terdapat banyak titik atau lokasi 

pembuangan sampah berupa TPS liar yang terletak di 

tepi-tepi jalan ataupun yang berada dekat dengan 

lokasi pemukiman warga. Jumlah TPS yang ada di 

Daerah Kabupaten Musi Rwasa adalah sebanyak 54 

TPS. TPS liar tersebut baik yang digunakan secara 

individu maupun komunal dikelola secara sederhana 

oleh warga dengan cara dibakar atau bahkan hanya 

dibiarkan saja tanpa tindakan pengelolaan, hal tersebut 

tentu berpotensi besar memberikan dampak buruk 

tidak hanya secara estetika namun juga bagi kesehatan 

lingkungan serta kehidupan disekitar lokasi sampah 

yang terdampak secara langsung maupun tidak 

langsung. 
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Gambar Tempat Pembuangan Sementara di Dinas  

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas 

 

Dengan jumlah penduduk yang semakin lama 

semakin bertumbuh, diperlukan upaya pengoptimalan 

pengelolaan persampahan secara lebih besar atau 

dengan skala atau cakupan yang juga jauh lebih luas 

untuk mengakomodasi timbulan sampah yang juga 

terus akan meningkat sering pertambahan waktu, serta 

terkait pula dengan pertimbangan cakupan pelayanan 

bagi daerah yang belum mendapatkan pelayanan 

persampahan sehingga dapat mengurangi masalah 

lingkungan secara bertahap. Salah satu upaya yang 



84 
 

 
 

dapat dilakukan yaitu berupa optimalisasi subsistem 

persampahan pada sisi pengangkutan atau transportasi 

sampah. Optimalisasi ini dilakukan dengan harapan 

bahwa hal tersebut dapat menjadi langkah awal 

terciptanya efisiensi dan pengembangan serta 

perluasan pelayanan dari sistem pengelolaan sampah 

yang ada untuk dapat mengakomodasi wilayah-

wilayah yang belum terlayani sistem persampahan. 

Memperbanyak titik pengambilan sampah serta analisa 

terhadap kebutuhan alat angkut terkait dengan 

pertimbangan pengembangan sistem yang dilakukan. 

Selain itu, pola serta kebiasaan masyarakat di 

Kabupaten Musi Rawas dalam membuang sampah 

juga menjadi perhatian atau menjadi poin yang perlu 

disoroti.  

Hasil analisis yang dilakukan terhadap 

kebutuhan alat angkut sampah pada tahun 2021, 

proyeksi timbulan sampah yang didapatkan sebesar 

388,14 m3 /hari dengan tindakan terhadap kondisi 

eksisting berupa penambahan alat angkut atau 

transportasi sampah sebanyak 9 unit pada kecamatan 

Selangit, sedangkan proyeksi timbulan sampah untuk 
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tahun 2023 adalah sebesar 469,07 m3 /hari dengan 

penambahan alat angkut atau transportasi sampah 

sebanyak 12 unit.  

Dinas lingkungan hidup mempunyai 3 peranan 

penting dalam pelaksanaan peraturan Daerah nomor 3 

tahun 2021 tentang pengelolaan sampah yaitu: 

1. Dinas lingkungan hidup mempunyai peranan 

dalam mencega terjadinya pencemaran lingkungan 

dengan melakukan pegawasan izin untuk 

mengendalikan lingkungan serta pelaksanaan 

penegak hukum.47 

2. Dinas lingkungan hidup mempunyai peranan 

dalam  penyediaan sarana dan prasarana 

penanganan sampah serta penetapan lokasi tempat 

TPS, TPA sampah. 

3. Dinas lingkungan hidup berperan dalam 

penyusunan perencanaan program dan kegiatan 

pembinaan, serta penyuluhan lingkungan 

lingkungan hidup. 

                                                           
47 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 
Pengelolaan Sampah, Tahun 2022. 
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Kendala peranan Dinas lingkungan hidup 

Kabupaten Musi Rawas dalam menjalankan peraturan 

Daerah nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan 

sampah yaitu; 

1. Tidak adanya tim pengawasan lapangan yang 

diturunkan 

2. Mahalnya sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah 

3. Susahnya menentukan lahan untuk pembangunan 

TPA 

4. Tidak adanya penegakan hukum kepada 

masyarakat.48 

Dalam kinerja pelayanan Dinas Lingkungan 

Hidup (Dinas Kebersihan dan BPLHD) Tahun 2018–

2022 terangkum dalam Capaian Indikator Kinerja 

mengenai Persentase Penanganan Sampah bahwa: 

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Musi 

Rawas selama tahun 2019-2022 telah menunjukkan 

                                                           
48 Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), 
Wawancara, Tanggal 24 Maret 2022 

 
 



87 
 

 
 

hasil yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya 

persentase penanganan sampah seiring dengan 

peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya 

walaupun ditahun 2019 mengalami penurunan 

dibanding tahun 2018. Tahun 2018 persentase 

penanganan sampah tercatat 87,73% dari 6.481,65 

ton/hari produksi sampah sedangkan di tahun 2019 

persentase penanganan sampah tercatat 82,07% dari 

5.902,41 ton/hari produksi sampah. Pada tahun 2018 

dan 2019 penanganan sampah dilakukan dengan pola 

swastanisasi yang melibatkan pihak swasta dalam 

pengangkutan sampah, namun sejak tahun 2020 pola 

swastanisasi diubah menjadi pola swakelola.49 

Dari mulai tahun 2018 persentase penanganan 

sampah terus mengalami peningkatan sampai tahun 

2022 penanganan sampah meningkat menjadi 86,91% 

dari 7.911 ton/hari produksi sampah. Kinerja nyata 

Dinas Lingkungan Hidup (dahulu Dinas Kebersihan) 

dalam penanganan sampah dapat dilihat dari kondisi 

kali/sungai yang sudah jauh lebih bersih dibanding 

tahun-tahun sebelumnya. Sejak terbentuknya Unit 
                                                           

49 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, 
Jumlah Sampah, tahun 2022. 
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Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA) di tahun 

2015 cakupan penanganan sampah sungai/kali, situ 

dan waduk sudah makin luas. 

Kendala yang cukup berarti dalam penanganan 

sampah, menurut Dinas Lingkungan? “masih 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang 

sampah pada tempatnya dan juga masih banyaknya 

masyarakat yang tidak mematuhi jadwal buang 

sampah yang telah ditentukan di TPS‟‟.50 

Pengurangan timbunan sampah oleh Dinas 

Lingkungan Hidup di sumber belum mencapai hasil 

yang optimal antara lain dikarenakan: 

1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat 

dalam mengurangi sampah melalui pengurangan 

penggunaan kemasan/wadah sekali pakai 

2) Masyarakat masih belum merasakan secara 

langsung manfaat dalam memilah sampah 

disumber. 

                                                           
50 Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), 
Wawancara, Tanggal 24 Maret 2022 
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3) Kurangnya bank sampah yang tersebar di wilayah 

kecamatan dan kelurahan.51 

Tabel 1. 3 

Komposisi Sampah Kabupaten Musi Rawas        

No  Komponen Sampah  Persen Berat (%) 

2019    2020     2021 

1 Sampah basah  77.4    72.4      68.5 

2 Kertas  6.3      7.5        6.1 

3 Plastik  5.6      10.1      12.4       

4 Kayu  4.6      2.4        2.3 

5 Logam  1.0      1.4        1.0 

6 Kaca/gelas 0.4      1.7        1.4 

7 Karet/kulit 0.8      0.5        0.5 

8 Kain  2.2      2.7        4.0 

 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Rawas        

                                                           
51 Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), 
Wawancara, Tanggal 24 Maret 2022 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan 

Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Musi Rawas 

Implementasi adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah  rencana yang sudah 

disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, 

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan. 

1. Sosialisasi 

Dalam melaksanakan sosialisasi Peraturan 

Daerah salah satu hal yang penting adalah mengenai 

metode yang di gunakan oleh pihak sosialitator, . 

karena hal ini turut menentukan keefektifan dan 

keberhasilan dari pemerintah guna memberikan 
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informasi secara merata dan menyeluruh kepada 

masyarakat sehingga di harapkan ketertiban dan 

ketaatan akan peraturan yang ada di wilayahnya 

dapat di pahami dan di taati oleh masyarakat umum. 

Menurut Sri Lastuti (Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Rawas):  

Sudah jelas kami sering melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat di daerah 

seluruh Kabupaten Musi Rawas dan kami 

jelaskan tentang peraturan tersebut 

dengan detail. Biasanya kami melakukan 

sosialisasi itu kepada aparat 

pemerintahan desanya langsung, kembali 

lagi bagaimana kepala desa mereka 

menyampaikan peraturan kepada 

masyarakatnya dengan cara mereka 

sendiri. Dan kita juga terkadang turun 

langsung memberikan penjelasan kepada 

masyarakat bahwa sistem yang 

digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

ada sistem jemputan, artinya jemputan itu 
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sudah dipilah, mereka sudah pilah antara 

sampah basah dan sampah kering.52 

 

Gambar 1. 

Sosialisasi kepada masyarakat 

 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 

Rawas telah menerapkan kebijakan dan strategi 

pengelolaan sampah yang sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 

pengelolaan sampah. 

                                                           
52 Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), 
Wawancara, Tanggal 24 Maret 2022 
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Menurut Redo (Kepala Seksi Pengurangan 

Sampah) Untuk mengetahui pengorganisasian 

atau pengelompokan dalam pengelolaan 

sampah: 

Kita di dinas lingkungan hidup, 

menunggu ketersediaan anggaran dari 

pemerintah daerah, tergantung keuangan 

daerah, pengelolaan sampah memang 

sudah ada. Dan pengharapan sesuai 

standar pemerintah itu belum maksimal. 

Dengan terbuktinya sekarang masih 

banyak yang membuang sampah di 

sembarang tempat.53 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa untuk menyediakan alat-alat atau sarana 

prasarana tersebut tergantung dari besar dan 

kecilnya dana pemerintah dan pembiayaan 

pengelolaan sampah.  

                                                           
53 Redo, (Kepala Seksi Pengurangan Sampah), Wawancara, 

Tanggal 24 Maret 2022 
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Menurut Sri Lastuti (Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup) 

proses pengorganisasian pengelolaan sampah di 

dinas lingkungan hidup Kabupaten Musi Rawas 

menyatakan bahwa: 

Pengorganisasian Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga yaitu dibentuknya 

struktur organisasi dalam mengelola 

sampah dan membutuhkan alat-alat 

pengangkutan sampah seperti truk atau 

motor sampah agar lebih mudah untuk 

mengangkut sampah yang ada di rumah-

rumah warga selain itu dengan adanya 

alat-alat ini lebih efektif untuk mencapai 

tujuan. Supaya masyarakat tidak 

membuang sampah sembarangan lagi 

dan tidak membakar sampah di 

sembarangan lingkungan. Tetapi, 

sebagian tetap saja masyarakat 

melakukan pembakaran sampah karena 

kurangnya bank sampah, dan sebenarnya 

pembakaran sampah itu sangat 
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merugikan karena dapat mengakibatkan 

pencemaran udara, alangkah baiknya 

sampah itu di timbun ketanah supaya 

lebih aman.54 

Dapat di simpulkan bahwa alat-alat yang 

dapat digunakan dalam pengelolaan sampah 

yaitu memerlukan alat-alat berat untuk 

pengangkutan sampah agar lebih mudah 

teratasi. 

Gambar 1. 

Membuang Sampah di Pinggir Sungai 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), 
Wawancara, Tanggal 24 Maret 2022 
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  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

partisipasi masyarakat dalam terlakasananya 

pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan 

dengan mempertanyakan apakah sampah organik 

dan anorganik dipisahkan ketika akan dibuang. 

Penulis mewawancarai beberapa masyarakat yang 

bertempat tinggal di Desa Lubuk Ngin. Lena 

(masyarakat) mengatakan bahwa. “Kalau masalah 

memisahkan sampah, semua sampah pasti saya 

campur, karena yang namanya juga sampah sama 

saja‟‟.55 

Menurut Ibrahim (Masyarakat) Kebiasaan warga 

membuang hasil dari sampah rumah tangga, 

menyatakan bahwa: „„biasanya saya membuang 

sampah itu di pinggir sungai dan kalau lagi malas 

pergi ke sungai, biasanya saya membakar sampah 

tersebut di halaman belakang rumah saya”.56 

Dari hasil pengamatan tersebut, bahwa masih 

banyak masyarakat Desa Lubuk Ngin membuang 
                                                           

55 Lena, (Masyarakat Desa Lubuk Ngin), Wawancara, 
Tanggal 3 April 2022  

56 Ibrahim, (Masyarakat Desa Lubuk Ngin), Wawancara, 
Tanggal 3 April 2022   
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sampah di pinggiran sungai dan juga pencemaran 

lingkungan dengan membakar sampah di 

sembarangan tempat. 

Dari hasil informasi di atas bahwa Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas telah 

berupaya agar program yang mereka jalankan 

dapat terlaksanakan dengan baik di lingkungan 

masyarakat. Sistem yang digunakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas secara 

tidak langsung menanamkan kebiasan kepada 

masyarakat dimana kebiasaan tersebut dapat 

mengurangi timbunan sampah yang harus 

dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga 

bebannya menjadi berkurang. Karena untuk 

memecahkan masalah sampah harus dimulai 

dengan pola penanganan yang baik dari 

sumbernya. Sehingga sampah yang masuk ke TPA 

(tempat pemerosesan akhir) pada akhirnya hanya 

berupa sampah yang benar-benar tidak dapat 

diolah kembali. 
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Gambar 2. 

Pencemaran Air Sungai 

 

2. Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah 

di dinas lingkungan hidup Kabupaten Musi 

Rawas melakukan program  penerapan prinsip 

3R Reduce (mengurangi) reuse (memakai) recycle 

(Mendaur ulang) kepada masyarakat.  

Sri Lastuti (Kepala Pengelolaan Sampah 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 

Rawas) menyatakan bahwa: 

Dalam pelaksanaan kami menghimbaun 

kepada seluruh masyarakat di Kabupaten 
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Musi Rawas ini untuk menerapkan 

prinsip 3R yaitu Reduce (mengurangi) 

reuse (memakai) recycle (Mendaur ulang) 

Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan 

sampah itu dimulai dari kurangnya 

kesadaran masyarakat, dan kurangnya 

perhatian pemerintah terhadap 

pengelolaan sampah untuk menyediakan 

sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk mengelolah sampah tersebut.57 

Dapat disimpulkan bahwa perlunya 

penerapan prinsip 3R Reduce (mengurangi) reuse 

(memakai) recycle (Mendaur ulang) agar dapat 

meminimalisi jumlah timbulan sampah yang 

dihasilkan. Serta kurangnya kesadaran 

masyarakat akan kebersihan lingkungannya. 

Juga kurangnya sarana dan prasarana dari 

pemerintah setempat. 

                                                           
57 Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), 
Wawancara, Tanggal 24 Maret 2022 
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Dalam pelakasanaannya, ibu Sri Lastuti 

(Kepala bidang Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas) 

menyatakan bahwa: 

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 

ini, kami dari pihak dinas lingkungan 

hidup sudah melakukan dengan baik 

dalam penerapannya dan kami juga sudah 

mensosialisasikan peraturan daerah 

tentang pengelolaan sampah sesuai dengan 

ketentuan undang-undangnya.58 

Dari penjelasan diatas bahwa dari pihak 

dinas lingkungan hidup sudah melaksanakan 

dengan baik dalam pelakasaan tugas 

mensosialisasikan perda tentang pengelolaan 

sampah kepada masyarakat. 

Menurut Defri (Seketaris Kepala Desa Lubuk 

Ngin), tentang kendala dalam pelaksanaan 

                                                           
58 Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), 
Wawancara, Tanggal 24 Maret 2022 
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pengelolaan sampah rumah tangga mengatakan 

bahwa : 

Pelaksanaan pengelolaan sampah disini 

masih kurang efektif hanya beberapa orang 

saja yang dapat memerhatikan 

lingkungannya karena kurangnya 

partisipasi masyarakat setempat untuk 

bersama-sama mengelola sampah dan 

masih ada masyarakat yang enggan untuk 

ikut bergotong royong, bahkan terkadang 

masih banyak sampah yang terdapat pada 

selokan-sekolan ditiap-tiap rumah warga 

itu juga dikarenakan kurangnya kesadaran 

masyarakat setempat untuk tidak 

membuang sampah sembarangan tetapi 

harus pada tempatnya. Meskipun sudah di 

tegur juga tidak peduli dan tetap 

membuang sampahnya di buang diselokan 

dan di pinggir sungai. Dulu itu ada tempat 

sampah di dekat rumah lubang digali tapi 

sekarang itu lubang ditempati rumah jadi 

sekarang kita itu membuang sampah 
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disungai saja, karena kalau disimpan itu 

sampah itu menumpuk busuk marah 

tetangga.59 

Dari informasi diatas dapat diketahui, bahwa 

beberapa masyarakat belum memahami dan 

menyadari tentang pengelolaan sampah yang 

baik dan benar dengan melihat fakta yang 

terjadi di lapangan yang tentunya sangat 

bertentangan dengan Pasal 24 Perda Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu : 

„„Setiap orang dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga wajib mengurangi dan menangani 

sampah dengan cara yang berwawasan 

lingkungan.‟‟60 

Pasal diatas menjelaskan bahwa masyarakat 

juga mempunyai kewajiban untuk turun tangan 

dalam proses pengelolaan sampah yang 

berwawasan lingkungan, yang dimaksud 
                                                           

59Defri S.H, (Seketaris Kepala Kades Desa Lubuk Ngin), 
Wawancara, Tanggal 28 Maret 2022  

60 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Tentang 
Pengelolaan Sampah, Musi Rawas, Pasal 24 
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dengan pengelolaan sampah yang berwawasan 

lingkungan adalah semua sampah diolah 

menjadi barang yang bermanfaat, sehingga 

aman bagi kesehatan dan keselamatan 

lingkungan. Sampah yang tidak ditangani 

dengan baik dan dibuang  ditempat yang tidak 

seharusnya dapat menimbulkan masalah 

kesehatan dan juga keselamatan lingkungan.  

Menurut Heru (Kepala Kadus Satu Desa Lubuk 

Ngin), tentang pengelolaan sampah yang ada di 

Desa Lubuk Ngin, menyatakan bahwa: 

Pengelolaan sampah rumah tangga tersebut 

belum sesuai yang diharapkan oleh karena 

kurangnya kerjasama antara pemerintah dan 

masyarakat setempat dalam mengelolah 

sampah-sampah yang ada di kelurahan 

sungguh minasa.Yah, pemanfaatan atau 

pengelolaan sampah dari Desa Lubuk Ngin 

itu ada, seperti sampah-sampah yang dikelola 

dan bisa di daur ulang kembali dapat 

dimanfaatkan sebagai hiasan dan 
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memperindah halaman rumah dengan hasil 

dari sampah-sampah yang di kelola 

masyarakat di Desa Lubuk Ngin. Dan saya 

selaku pemerintah di desa ini selalu menegur 

masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan 

dan jangan membuang sampah sembrangan 

dan kalaupun ada salah satu masyarakat saya 

yang membuang sampah sembarangan maka 

tindakan yang saya ambil adalah saya akan 

menegurnya secara langsung di depan 

umum.61  

Sedangkan menurut Ali Aman (Kepala Camat 

Kecamatan Selangit), menyatakan bahwa: 

Dalam pengelolaan sampah yang baik itu 

adalah dengan kita menjaga lingkungan 

kita supaya tetap bersih dan tidak 

membuang sampah sembarangan. Dan 

alat-alat yang diperlukan dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga di Desa 

Lubuk Ngin yaitu mobil truk pengangkut 

                                                           
61 Heru Kuriawan, (Kepala Kadus Kampung Satu Desa 

Lubuk Ngin),), Wawancara, Tanggal 28 Maret 2022  
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sampah, dan menyediakan tempat 

pemisahan sampah kering dan sampah 

basah. Masyarakat di Desa Lubuk Ngin ini 

biasa menggunakan drum bekas untuk 

dijadikan tempat pembuangan sampah 

atau membakar sampah di area belakang 

rumahnya.62 

Dari hasil informasi di atas bahwa dalam 

pengelolaan sampah yang baik itu ada fasilitas alat-

alat yang digunakan dalam pengelolaan sampah 

yaitu disediakannya mobil atau truk pengangkutan 

sampah dan tersedianya tempat pemisahan sampah 

kering dan sampah basah. Bahwa dalam penyediaan 

alat-alat pengelolaan sampah yang tersedia 

tergantung dari adanya dana atau anggaran dari 

pemerintah setempat. 

Menurut Reni (Kepala Kadus Dua Desa Lubuk 

Ngin), Penanganan dalam membuangan sampah 

masyarakat Desa Lubuk Ngin, mengatakan bahwa: 

                                                           
62 Ali Aman, S.Pd., MM, (Kepala Camat Kecamatan 

Selangit), Wawancara, Tanggal 25 Maret 2022  



106 
 

 
 

Alat-alat yang diperlukan dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga di Desa Lubuk Ngin, 

yaitu mobil truk pengangkut sampah, dan 

menyediakan tempat pemisahan sampah 

kering dan sampah basah. Sebagai aparat 

pemerintah kami memcoba sebagai 

permulaan menyediakan drum bekas untuk 

dijadikan tempat pembuangan sampah untuk 

masyarakat, dan dalam penempatan drum 

sampah tersebut kami belum merata 

menyediakannya di setiap kampung dan 

kami baru satu meletakannya di kampung 

satu dulu. Karena itu kami masi perluma 

untuk membiasakan masyarakat agar 

membuang sampah pada tempatnya dan 

tidak membuang samoah sembarangan lagi.63 

Dari hasil informasi di atas bahwa berupa alat-

alat yang digunakan dalam pengelolaan sampah 

seperti mobil atau truk pengangkutan sampah dan 

                                                           
63 Reni, (Kepala Kadus Kampung Dua Desa Lubuk Ngin),), 

Wawancara, Tanggal 28 Maret 2022 
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tersedianya tempat pemisahan sampah kering dan 

sampah basah di desa kami belum terpenuhi. 

3. Pemberian Sanksi 

Dalam proses pengambilan keputusan, 

penyelenggaraan dan pengawasan dalam perda 

pengeloaan sampah di  Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Musi Rawas, akan dikenakan 

sanksi pidana dengan kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda paling banyak 

Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).64 

Pemberian sanksi yang Daerah  Kabupaten Musi 

Rawas hanya diterapkan itu hanya sanksi ringan 

sebuah teguran langsung kepada yang 

melanggar. 

Menurut redo (Kepala Seksi Pengurangan 

Sampah), menyatakan bahwa: 

ketentuan sanksi denda untuk para pelaku 

pembuang sampah sembarangan sudah 

diterapkan seperti di salah satu lokasi 

terawas namun masih ada saja pelaku 

                                                           
64 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan 

Sampah, Musi Rawas, pasal 62 
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pembuangan sampah yang tidak terlihat, 

pelaku pembuang sampah yang tak terlihat 

disini maksudnya adalah pelaku 

pembuang sampah yang membuang 

sampah dijam-jam yang tidak ada petugas. 

Jika tertangkap pelaku pembuang sampah 

tersebut pasti akan langsung dikenakan 

sanksi.65 

Menurut Defri (Seketaris Kepala Desa Desa 

Lubuk Ngin), Masyarakat yang melanggar perda 

tersebut dengan mereka membuang sampah 

sembarang di berbagai tempat, menyatakan bahwa: 

Kalau masalah sanksi seperti denda atau 

berupa uang itu kami tidak melakukannya 

karena kembali lagi kalau kita 

memberlakukan sanksi berupa denda 

maka secara otomatis akan memberatkan 

ekonomi keuangan masyarakat, dan kami 

di sini hanya memberikan sanksi ringan 

yaitu menegurnya secara langsung kepada 

                                                           
65 Redo, (Kepala Seksi Pengurangan Sampah), Wawancara, 

Tanggal 24 Maret 2022 
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masyarakat yang membuang sampah 

tersebut dan jika memang tidak bisa di 

bicara dengan sanksi peringatan maka 

langkah yang kami akan ambil adalah akan 

melaporkan masyarakat tersebut kepada 

kelapa desa supaya mereka akan 

merasakan rasa takut jika diadilin di depan 

kepala desa langsung.66 

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah 

di Desa Lubuk Ngin masih belum optimal. Dari 

hasil penelitian yang ada masih terdapat beberapa 

kendala dan kurangnya solusi yang diberikan 

kepada masyarakat. bahwa Ketersediaan sarana 

dan prasarana di Desa Lubuk Ngin belum lengkap. 

Dan sanksi yang diberikan hanya sekedar sanksi 

ringan yaitu sebuah peringatan dengan menegur 

langsung yang melanggar.  

 

 

                                                           
66 Defri S.H, (Seketaris Kades Desa Lubuk Ngin), 

Wawancara, Tanggal 28 Maret 2022  
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B. Tinjauan Siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah 

dusturiyah 

Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, 

kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang 

dipilih umat untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. 

Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, 

islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, 

menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki 

harta. 

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara 

untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan 

kemaslahan manusia bersama-sama. Salah satu 

contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang 

bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan 

tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu 

supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga 

pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin 

untuk mengelola dan menjaganya. Dalam Fiqh 

Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin itu 
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adalah sebagai ulil amri, seperti firman Allah SWT 

berbunyi : 

                     

                        

                    

               

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 

antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah da hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. (QS.An-Nisa : 59).67  

                                                           
67 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, 

(Bandung: PT Syigma Examedia  Arkanleema, 2010). 



112 
 

 
 

Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah 

yakni: 

َِ عَيِ الٌَّبيِِّ صَلَّى  عَيْ سَعْدِبْيِ ابَىِ وَقَّاصٍ عَيْ ابَيِْ

َِ وَسَلَّنَ اىَِّ اللهَ طيَِّبٌ يحُِبُّ الطَّيِّبَ ًظَِيْفٌ  اللهُ عَليَْ

يحُِبُّ الٌَّظَافةََ كَرِيْنٌ يحُِبُّ الْكَرَمَ جَىَادٌيحُِبُّ 

فىُْاافٌَْيَْتكَُنْ الْجَىَادَفٌَظَِّ   

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT itu suci 

yang menyukai hal-hal yang suci, Dia 

Maha Bersih yang menyukai 

kebersihan, Dia Maha Mulia yang 

menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah 

yang menyukai keindahan, karena itu 

bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. 

Tirmizi).68 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa 

Allah SWT menyukai kebersihan dan meminta 

umat-Nya untuk selalu menjaga kebersihan 

diri. Seperti wajib berwudhu sebelum salat, 

                                                           
68  https://binbaz. or.id/seri-adab-islam-11-adab-ketika-

safar-berpergian-jauh-bag-1/   
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membersihkan tempat tidur sebelum tidur, dan 

bersuci setelah buang air. 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa 

Allah sangat mencintai kebersihan. Maka dari 

itu, kita harus selalu senantiasa menjaga 

kebersihan lingkungan kita. Tak hanya 

kebersihan lingkungan, kita juga perlu 

membersihkan dan juga menjaga kebersihan 

tubuh. 

Salah satu upaya dalam menangani 

permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan 

peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan 

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 

paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 

sedangkan di dalam hukum islam jika melanggar 

perintah Allah SWT akan mendapatkan dosa. 

Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan 

bahwa peraturan tersebut tidak berjalan dengan 

sebagaimana mestinya dan masih banyak 

masyarakat yang belum melakukan pengelolaan 

sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, 

mulai dari memilah, menyimpannya, dan 
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membuang sampah pada tempatnya, sehingga 

banyak kita temui sampah yang tidak terangkut. 

Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat 

sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun 

menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila 

esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser 

menjadi acuh terhadap hukum. Sikap tersebut 

bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, 

tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi 

hukum di negeri ini. 

Beberapa faktor penyebab pelanggaran 

peraturan ini adalah ketidak pedulian masyarakat 

dan pemerintah terhadap aturan dan hukum yang 

dipengaruhi oleh tiga hal , yaitu : 

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah 

mengenai peraturan yang ada, baik peraturan 

lama maupun yang telah disempurnakan 

(baru), dan minimnya pengetahuan 

masyarakat akan hukum juga menjadi salah 

satu penyebab pelanggaran hukum 
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2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap 

hukum yang menganggap Hukum yang ada 

saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku 

sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan 

seperti robot yang didikte dalam melakukan 

kegiatan. 

3. Adanya persepsi masyarakat mengenai 

lemahnya kemampuan hukum untuk membuat 

hidup lebih tertib dikarenakan semakin 

maraknya politik “suap” dalam penyelesaian 

pelanggaran hukum. 

Sehubungan dengan hal tersebut, banyak sekali 

ayat-ayat al-qur‟an dan al-hadist yang 

membicarakan tentang keharusan umat manusia 

menjaga kelestarian alam, kiranya disinilah nilai-

nilai yang ada dalam syariat islam dapat 

ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-

undangan dan kebijakan pemerintah setempat 

untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-

daerah yang ada di Indonesia. 
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Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam 

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan 

tersebut. Dalam pencegahan ini tidak hanya 

dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari 

kesadaran manusianya itu sendiri tidak terlepas 

dari keimanan. Segala larangan dalam Al-qur‟an 

terhadap pencemaran udara maupun pencemaran 

lingkungan termasuk dalam pengertian 

kemungkaran. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-

A‟raf ayat 56: 

وَلََ تفُْسِدُوْا فىِ الَْرَْضِ بعَْدَ اصِْلََحِهَا وَادْعُىٍُْ خَىْفاً 

يَ الْوُحْسٌِيِْيَ  ِ قرَِيْبٌ هِّ طوََعًاۗ اىَِّ رَحْوَتَ اّللهه  وَّ

Artinya : Dan jangan kamu membuat kerusakan di 

muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya 

dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat 

baik (QS. Al-A‟raf: 56).69 

                                                           
69 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, 

(Bandung: PT Syigma Examedia  Arkanleema, 2010). 
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Allah SWT melarang perbuatan yang 

menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal 

yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan 

perasaan takut terhadap siksaan yang ada disisi-

Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar 

orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-

orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya. 

Dalam rangka memelihara keseimbangan 

keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, 

memelihara terwujudnya ketertiban dan 

kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum islam 

menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi 

landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-

kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang 

teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua 

sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan 

hidup yang baik, indah, asri, nyaman, dan aman 

sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan 

kehidupan dimuka bumi. Karena itu menjadi 

kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik 

untuk dapat mencintai lingkungan. 
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Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan 

tidak melakukan kerusakan di dalamnya 

merupakan suatu keharusan bagi setiap insan 

manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di 

bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain 

manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri 

dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung 

jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan 

seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah 

dibumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi 

(alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai 

dengan syariat islam. 

Dalam kaidah ushul fiqh adalah Peraturan 

Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk 

dalam fath adz-dzari’ah yang secara terminologi bisa 

dipahami bahwa fath adz-dzari’ah adalah 

menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu 

yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam 

bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan 

(istihab), maupun mewajibkan (ijab) karena 

perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya 

perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau 
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diperintahkan. Salah satu contoh dari fath adz-

dzari’ah yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu 

yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang 

menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut 

ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun 

anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula 

dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten 

Musi Rawas No 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan 

Sampah tersebut menjadi salah satu upaya yang 

dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat 

masyarakat menjadi lebih tertib menjaga kebersihan 

dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti 

bagaimana cara mengelola sampah dengan baik 

dan benar sehingga tidak menimbulkan 

kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia itu sendiri. Seperti membuang sampah 

sembarangan yang akan menimbulkan banjir, 

penyakit dan sebagainya. 

Allah SWT melarang perbuatan yang 

menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal 

yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan 

perasaan takut tehadap siksaan yang ada di sisi-
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Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar 

orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-

orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian 

terhadap pemasalahan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah 

sudah sudah melakukan beberapa upaya yang 

sesuai dengan peraturan daerah dalam 

mengendalikan permasalahan sampah tersebut 

sehingga mampu menjaga keadaan sekitar 

lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, 

walaupun masih terdapat beberapa faktor 

penghambat pemerintah daerah dalam 

melakukan upaya tersebut baik dari segi financial 

(keuangan), sarana dan prasarana, maupun 

sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada 

masyarakat. 

2. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas 
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Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Sampah dalam syariat Islam. Khalifah adalah 

seorang pemimpin, dalam pandangan Islam 

selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri 

dia juga harus memikul tanggung jawab sesama 

makhluk hidup lainnya dan seluruh alam 

termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Dalam mensosialisasikan sebuah peraturan 

dalam ajaran islam hendaklah disampaikan 

dengan jelas. Dalam prinsip ajaran islam 

Pelaksanaan tidak boleh dilakukan dengan asal-

asalan melainkan harus dengan ketentuan 

hukum yang sudah ditetapkan. Dalam 

melanggar sebuah peraturan dalam islam maka 

akan diberi Sanksi atau hukum baik itu berupa 

sanksi ringan sebuah peringatan atau 

mendapatkan dosa. 

B. Saran  

Dalam program Pengelolaan sampah yang di 

buat oleh pemerintah untuk menangani masalah 

sampah yang ada di Desa Lubuk Ngin, haruslah di 

sosilisasikan kepada masyarakat dan pemerintah 



123 
 

 
 

menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung 

pengelolalaan sampah sehingga program dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Desa 

Lubuk Ngin. Begitu juga dengan masyarakat, di 

butuhkan kesadaran untuk mengelolaa lingkungan 

sekitarnya sehingga lingkungan menjadi bersih dan 

sehat dan tanpa kesadaran masyarakat sendiri 

program yang dibuat oleh pemerintah akan sia-sia. 
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